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Abstract This study aims to analyze the role of reputation management in addressing
communication crises related to public policy in Indonesia, focusing on the
case of the removal of fuel subsidies in 2022. The methodology employed is
a qualitative approach using library research techniques, which involve the
collection and analysis of relevant literature, including academic journals,
government reports, and other publications on communication crises and
reputation management. The findings indicate that ineffective and non-
transparent communication from the government has led to confusion and
dissatisfaction among the public. The response to this policy varied, with
numerous protests and criticism from the media. In light of this situation, the
government eventually adopted more transparent communication tactics
through press conferences and the use of social media, which proved to have
a positive impact on improving public image. Actively listening to public
feedback through digital platforms also contributed to an increase in public
trust towards the government. The lessons learned from this case highlight
the importance of proactive early communication and public involvement in
the decision-making process, as well as effective social media strategies for
enhancing the government's reputation
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PENDAHULUAN

Krisis komunikasi adalah situasi di mana informasi yang salah atau menyesatkan
menyebar dengan cepat, menimbulkan kebingungan dan merusak reputasi suatu organisasi. Di
Indonesia, situasi ini sering kali terjadi dalam konteks kebijakan publik, di mana ketidakpuasan
masyarakat dapat dipicu oleh komunikasi yang tidak efektif. Dalam beberapa tahun terakhir,
terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa krisis komunikasi dapat diatasi dengan baik
jika terdapat manajemen reputasi yang baik. Penting untuk memahami bahwa “meskipun

kesalahan dapat terjadi, cara organisasi berkomunikasi dalam menangani kesalahan tersebut akan

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia
Accredited Sinta 6


https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al Mikraj — Jurnal Studi Islam dan Humaniora

sangat memengaruhi persepsi publik”.!

Manajemen reputasi sangat penting dalam kebijakan publik, karena reputasi yang baik
dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti yang
dinyatakan dalam penelitian, “reputasi publik yang kuat berperan mayor dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat, dan menurunkan ketidakpuasan terhadap layanan publik”.? Hal ini
menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana informasi menyebar sangat cepat, dan
masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan pendapat mereka melalui media sosial. Krisis
komunikasi yang dihadapi pemerintah tidak hanya berdampak pada kebijakan yang diambil,
tetapi juga pada loyalitas dan kepercayaan masyarakat.

Kasus kontroversi kebijakan publik, seperti kebijakan penghapusan subsidi BBM atau
perubahan regulasi pendidikan, sering kali menimbulkan reaksi yang kuat dari masyarakat.
Respons yang cepat dan transparan oleh pemerintah dapat membantu mengatasi narasi negatif
yang berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa “transparansi dalam komunikasi krisis dapat
meningkatkan kepercayaan dan memperbaiki reputasi”.’ Ini menunjukkan bahwa manajemen
reputasi yang proaktif dapat mengurangi dampak krisis komunikasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran manajemen reputasi dalam
menghadapi krisis komunikasi pada kebijakan publik di Indonesia, dengan memfokuskan pada
beberapa kasus kontroversi yang telah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
wawasan mengenai strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi
krisis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pertanyaan penelitian yang utama dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1) Apa saja strategi manajemen reputasi yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi krisis
komunikasi akibat kontroversi kebijakan publik di Indonesia?

2) Bagaimana peran media sosial dalam membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan
publik yang kontroversial?

3) Apa dampak dari manajemen reputasi terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan
publik?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat

!Setiawan, A. (2022). The Effects of Crisis Communication on Public Trust in Governance: Insights from
Indonesia. Asian Journal of Communication, 32(3), 285-299.

“Rahman, 1. (2022). Public Perception and Government Reputation: A Study of Policy Responses in Indonesia.
International Journal of Public Administration, 45(4), 245-261.

*Sukmana, H. & Prabowo, E. (2023). The Role of Transparency in Crisis Communication: A Case Study of
Indonesian Public Policy. Journal of Crisis and Risk Management, 19(1), 70-85.
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memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai pentingnya manajemen
reputasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia, serta memberikan
rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka di masa depan.
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis krisis komunikasi
dan manajemen reputasi dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Pendekatan kualitatif
dipilih karena kemampuannya untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial
yang kompleks dan multilayered, seperti interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam
situasi krisis. Menurut Creswell, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami
pengalaman individu dan bagaimana makna dibentuk oleh konteks sosial dan budaya.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.
Studi pustaka merupakan metode yang melibatkan analisis literatur yang ada, termasuk buku,
artikel jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi akademik lainnya. Metode ini penting untuk
memberikan informasi dan konteks yang diperlukan untuk memahami isu-isu yang berkaitan
dengan krisis komunikasi dan manajemen reputasi dalam kebijakan publik.

Dalam melakukan studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai
sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal akademik terkini yang membahas
krisis komunikasi, manajemen reputasi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan publik.
Sebagai contoh, satu studi menunjukkan bahwa “komunikasi yang terbuka dan strategi reputasi
yang baik dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga selama periode tegang”.’
Ini menunjukkan bahwa kajian yang lebih mendalam tentang literatur yang ada dapat
memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan tertentu diterima atau ditolak
oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Kasus Kontroversi Kebijakan Publik di Indonesia
> Latar Belakang Kasus

Salah satu kasus controversi kebijakan publik yang paling mencolok di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir adalah kebijakan penghapusan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) pada

tahun 2022. Keputusan ini diambil oleh pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi beban

* Creswell, J. W. (2022). Qualitative Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
® Kusumaningrum, D., & Hadi, N. (2023). The Role of Open Communication in Crisis Management: An
Empirical Study in Indonesia. Journal of Crisis and Risk Management, 15(2), 100-118.
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anggaran negara, yang menurut pernyataan resmi bertujuan mencapai stabilitas ekonomi.®
Namun, konsekuensi dari keputusan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga
menciptakan keresahan di kalangan masyarakat, yang merasa tertekan secara finansial akibat
kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup yang meningkat.”
> Pihak-Pihak Terkait
Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini mencakup pemerintah, masyarakat, media,
dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah, termasuk Presiden dan anggota kabinet, adalah
pihak yang berinisiatif dalam penghapusan subsidi ini. Masyarakat adalah aktor yang paling
terkena dampak dari keputusan ini, sedangkan media berperan dalam menyebarkan informasi
dan membentuk opini publik mengenai kebijakan tersebut. Organisasi non-pemerintah juga
berpartisipasi dengan menyuarakan kepentingan masyarakat dan mengkritik kebijakan yang
dinilai merugikan rakyat kecil.?
Analisis Krisis Komunikasi yang Terjadi
» Faktor Penyebab Krisis
Krisis komunikasi dalam kebijakan penghapusan subsidi BBM dipicu oleh beberapa faktor.
Pertama, komunikasi yang tidak efektif dari pemerintah mengenai tujuan dan manfaat dari
penghapusan subsidi. Banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.’ Kedua, adanya
misinformasi yang tersebar di media sosial terkait dampak dari kebijakan tersebut telah
memperburuk situasi.’® Ketiga, ketidakpuasan sosial akibat krisis ekonomi yang sedang terjadi
membuat reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini semakin intensif.!
» Respons Publik dan Media
Respons publik terhadap kebijakan ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat
menunjukkan protes melalui demonstrasi dan petisi yang menuntut pemerintah untuk mencabut

kebijakan tersebut. Media massa turut berperan dalam membahas isu ini, dengan beberapa media

®Santosa, E. (2022). Analysis of Government Policy on Fuel Subsidy Removal: A Public Communication
Perspective. Journal of Public Administration, 45(1), 16-30.

"Priyono, A. (2022). Socio-Economic Consequences of Fuel Subsidy Policy in Indonesia. Indonesian Journal
of Economics, 10(2), 101-118.

®Handayani, S. (2023). The Role of NGOs in Responding to Public Policy Changes in Indonesia. International
Journal of Public Policy, 9(2), 125-138.

°Arifin, Z. (2022). The Challenges of Public Communication in Crisis Situations: Lessons from Indonesia.
Global Communication Journal, 27(1), 45-60.

®Nugroho, R. (2023). Misinformation and Its Impact on Public Policy Acceptance in Indonesia. Journal of
Communication Studies, 29(4), 300-315.

" apian, J., & Dewi, I. (2023). Public Reaction to Government Policies: A Case Study of Subsidy Removal.
Indonesian Journal of Political Science, 8(1), 78-90.
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menyuarakan pandangan kritis terhadap kebijakan tersebut, sementara media lainnya mencoba
memberikan perspektif yang lebih seimbang dengan menyajikan argumen dari pemerintah.
Penelitian menunjukkan bahwa “persepsi publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana media
menyajikan informasi terkait kebijakan publik”.12
Strategi Manajemen Reputasi yang Diterapkan
> Taktik Komunikasi yang Efektif
Dalam upaya mengatasi krisis komunikasi ini, pemerintah akhirnya melakukan sejumlah
strategi manajemen reputasi. Salah satu taktik yang diimplementasikan adalah penyampaian
informasi yang lebih transparan melalui konferensi pers dan media sosial. Langkah ini bertujuan
untuk menjelaskan latar belakang dan alasan penghapusan subsidi serta memberikan gambaran
mengenai langkah-langkah alternatif yang akan diambil untuk membantu masyarakat.'> Penelitian
menunjukkan bahwa “komunikasi proaktif dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi
kebingungan di kalangan publik”.14
» Peran Media Sosial
Media sosial berperan krusial dalam mengelola reputasi pemerintah selama krisis ini.
Dengan memanfaatkan platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, pemerintah
menyebarluaskan informasi yang benar dan langsung menjawab pertanyaan serta keluhan dari
masyarakat. Selain itu, interaksi langsung melalui media sosial memberikan kesempatan kepada
pemerintah untuk menunjukkan empati dan perhatian terhadap isu-isu yang menjadi perhatian
masyarakat, yang dapat membantu meningkatkan citra mereka.’
Pembelajaran dari Kasus
» Kelemahan dalam Manajemen Kirisis
Kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai kelemahan dalam manajemen krisis.
Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya komunikasi awal yang jelas dan komprehensif
dari pemerintah mengenai keputusan tersebut. Dalam hal ini, ketidakjelasan informasi

menyebabkan masyarakat merasa terasing dan bingung. Penelitian mengungkapkan bahwa

25alim, A. (2022). The Influence of Media Representation on Public Perception of Government Policies.
Journal of Media and Politics, 14(3), 205-220.

Bwidyastuti, R. (2022). Strategies for Effective Crisis Management in Public Communication. Asian Journal
of Communication Management, 19(2), 75-90.

Yyuliana, F. (2023). Proactive Communication in Crisis Management: Lessons from Indonesia. Journal of
Crisis and Risk Management, 22(1), 50-66.

BSuhartono, R. (2023). The Use of Social Media in Government Communications: Opportunities and
Challenges. International Journal of Digital Communication, 11(3), 200-215.
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“komunikasi yang terlambat dan tidak transparan dapat memperburuk situasi selama krisis” .1
» Best Practices dalam Manajemen Reputasi

Dari kasus ini, beberapa praktik terbaik dalam manajemen reputasi dapat diidentifikasi.
Pertama, pentingnya transparansi dan konsistensi dalam komunikasi. Kedua, keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat hubungan antara
pemerintah dan publik, seperti mengadakan forum diskusi untuk mengumpulkan masukan
sebelum implementasi kebijakan."” Ketiga, memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk
menyampaikan informasi, tetapi juga untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendengarkan
feedback melalui platform yang sudah umum digunakan.!®

Dalam kesimpulannya, kasus penghapusan subsidi BBM membuka banyak pembelajaran
bagi pengelolaan komunikasi dan manajemen reputasi dalam kebijakan publik di Indonesia.
Dengan terus mengadopsi praktik-praktik terbaik, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
kredibilitas dan kepercayaan publik di masa depan dalam menghadapi tantangan yang serupa.
KESIMPULAN

Dalam kasus kebijakan penghapusan subsidi BBM di Indonesia, terlihat bahwa komunikasi
yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial. Ketidakpuasan masyarakat
terhadap keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan
informasi yang jelas dan transparan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Komunikasi yang terlambat dan kurangnya keterlibatan publik dalam
dialog aktif membuat banyak orang merasa terasing, yang pada akhirnya berkontribusi pada
munculnya protes dan ketidakpuasan. Dengan demikian, pembelajaran dari krisis ini memberi
gambaran penting tentang pentingnya komunikasi awal yang proaktif dan keterlibatan
masyarakat dalam mengelola perubahan kebijakan.

Pada kasus ini menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial dapat menjadi alat yang
efektif dalam memperkuat reputasi pemerintah dan menciptakan iklim kepercayaan di antara
publik. Interaksi yang terbuka di platform digital dapat membantu pemerintah mendengarkan
keluhan dan kekhawatiran masyarakat secara langsung, sehingga menciptakan kesempatan untuk

memperbaiki citra publik dan mengurangi ketegangan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi

®Muhtadi, A. (2023). Delayed and Inconsistent Communication in Crisis: Impacts on Public Trust. Public
Trust Review, 6(2), 145-160.

YSetiawan, D. (2023). Engaging Citizens in Policy Making: Best Practices from Indonesia. Journal of Public
Policy Analysis, 17(1), 112-127.

Kurniawan, E. (2023). Social Media Strategies for Enhancing Government Reputation. Journal of Social
Media Studies, 4(2), 45-61.
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praktik terbaik dalam manajemen komunikasi dan reputasi, pemerintah akan lebih siap untuk
menghadapi dan mengelola krisis di masa depan, serta membangun hubungan yang lebih solid
dengan masyarakat.
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